PRESIDEN
REFPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DAN MOBILITAS PENDUDUK

i
|
|
!
|

8 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 1
Mcnimbang . bahwa dalam rangka pelaksancan tugas pemerintahan di bidang
administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk, dipandang perlu
membentuk Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk

dengan Keputusan Presiden;

. Mengingat @ 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
‘ Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok

Organisasi Lembaga Pemcrintah Non Departemen:
g g p ;

4. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.

MEMUTUSKAN ¢

Menctapkan @ KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK. |

BAB I ...
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BAB 1

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal |

(1) Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk yang
sclanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BAKMP, adalah
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab ]angisung kepada Prr—%siden.

(2) BAKMP dipimpin oleh seofang Kepala yané dirangkap oleh Menter:

Negara Transmigrasi dan Kependudukan.

Pasai 2_

BAKMP mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan
Pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan mobilitas

penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

BAKMP menyelenggarakan fungsi :

a. penetapan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan
mobilitas penduduk scsuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan

oleh Presiden;

b. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan

mobilitas penduduk;

C. pemantauan ...
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C. pemantauan terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat di bidang

administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk;
d. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan BAKMP;

e. pengelolaan sumber daya bagi tugas BAKMP secara berdayaguna
dan berhasilguna.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

.BAKMP terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sckretariat Utama;
¢. Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan;
d. Deputi Bidang Administrasi Kependudukan;
e. Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
f.  Deputi Bidang Perpindahan Penduduk;

g. Inspektorat Utama.
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Bagian Kedua
Kepala

Pasal 5

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Presiden.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

a. memimpin BAKMP sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

kebijakan Pemerintah;

b. menyiapkan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan

dan mobilitas penduduk;

c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang administrasi
kependudukan dan mobilitas penduduk yang menjadi tanggung

Jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh
Presiden; '
d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang

menyangkut bidang administrasi kependudukan dan mobilitas

penduduk. ; |

Bagian ...
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Bagian Ketiga

Sekretariat Utama

Pasal 7

(1) Sckretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan BAKMP yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama,

Pasal 8,
| o ?
Sckretaris Utamili mempunyai tugas : |

a. membantu Kepala BA;KMPI dalam mengkobrdinasikan pelaksanaan

tugas unit kegja di lingkungan BAKMP;

b. mengkoordinasikan  dan ﬁmcnyelenggarakan pembinaan dan
pelayanan aéministrasi; kcpada seluruh unit organisasi dj lingkungan
BAKMP;

¢. mewakili Kepala Badan dalam hal Kepala Badan berhalangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan
BAKMP;

b.  pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
BAKMP;

C. pembinaan ...
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c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi,

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah
tangga BAKMP;

d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang berkenaan

dengan administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk;

¢. pembinaan pcndidikan dan pelatihan di lingkungan BAKMP:

f pengkoordinasian pen‘yusudan perundang-undangan yang berkaitan
dengan tuga‘s BAKMP, ‘

. pengkoordinasian penyusunan laporan BAKMP.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan

Pasal 10

Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan adalah unsur
pelaksana sebagaian tugas dan fungsi BAKMP di bidang ‘informasi

transmigrasi dan kependudukan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai

tugas menyelenggarakan informasi transmigrasi dan kependudukan.

Pasal [2...
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Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

Deputi  Bidang Informasi Transmigrasi dan  Kependudukan

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi transmigrasi dan
kependudukan;

b. pengembangan sistem dan teknologi informasi;

c. pengelolaan informasi;

d. penganalisisan dan penyajian informasi; !

. . . |
e. pendokumentasian dan pelayanan informasi. ‘

Bagian Kelima

Deputi Bidang Administrasi Kependudukan \
|
!

Pasal 13

Deputi Bidang Administrasi Kependudukan adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi BAKMP di bidang administrasi kependudukan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Badan.

Pasal 14

Deputi Bidang Administraéi Kependuduﬁan mempunyai  tugas

menyelenggarakan administrasij kcpendudukan.%
| |

| | Pasal 15...
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Pasal 15

Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

Deputi Bidang Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
A, perumusan kebijakan tcknis di bidang administrasi kependudukan;
b, penyclenggaraan registrasi kependudukan;

¢. penyclen ggz;raan identitas dan pencatatan penduduk;

d. pembinaan teknis registrasi;

e. pengadministrasian migrasi internasional. (

Bagian Keenam

Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi

Pasal 16: :

Deputi Bidang Pembcrdayaan'}g;Kawasan Transmigrasi adalah unsur
pelaksana sebagian tugas dan ﬁﬁfigsi BAKMP di bidang pemberdayaan
kawasan transmigrasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Badan. |

Pasal 17

Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas

i ! ‘
menyelenggarakan pelayanan idi bidang pej:mberdayaan kawasan

transmigrasi. ; 1

Pasal 18 ...
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Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan

fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kawasan

|
|

transmigrasi;

b. perencanaan kawasan; |

C. penyelenggaraan cipta ‘usahaﬂf dan investasi;

d. penyelenggaraan sumber da}}a kawasan;

¢. penyelenggaraan partisipasi masyarakat.
| f

| .
; Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Pcfpindahan Penduduk

Pasal 19

Deputi Bidang Perpindahan Penduduk adalah unsur pelaksana sebagian
tugas dan fungsi BAKMP di bidang perpindahan penduduk, yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan,

Pasal 20

Deputi Bidang Perpindahan  Penduduk mempunyai  tugas

mcnyelenggarakajn pelayanén di bidang perpindahan penduduk.

Pasal 21 ...




b, pengidentifikasian perscbaran penduduk; |
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Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

Deputi Bidang Perpindahan Penduduk menyelenggarakan fungs; :

a. perumusan kebijakan tcknis di bidang perpindahan penduduk;

C. pcnyelcngga?raan pengarahar{ mobilitas pend&duk;
d. penyelenggaraan fasilitasi perpindahan;,

e. penyelenggaraan mediasi lintas-daerah.

Bagian Kedc]apan

- Inspektorat Utama

Pasal 22

Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan di lingkungan BAKMP

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Badan. ‘

Pasal 23

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan

atas pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan BAKMP,

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam Pasal 23,

Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi :

a. pemeriksaan ...
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a. pemeriksaan adminsitrasi umum dan keuangan serta pelaksanaan

proyek;

b. pengevaluasian atas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan

kegiatan;

C. pengusutan lfebenaraxl laporan, pengaduan atas penyimpangan dan

penya]ahgun?an;
' \

d. pcngembanghn dan pcliycmﬁurnaan sistem pengawasan.

BAB Il
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan eselon Ia

atau serendah-rendahny2 eselon Ib.

Pasal 26
(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Badan.

(3) Pejabat lainnya diangkaiﬁ dan diberhentikan oleh Kepala Badan,
.

I
|
|
I
|
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BAB 1V
PEMBIAYAAN

Pasai 27

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi

BAKMP dibebankan kepada An ggaran Pendapatan dan Belznja Negara,

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 28

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, eks Instansi Vertikal Departemen
Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan serta Unit Pelaksana
Teknis termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi

Perangkat/Dinas Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29 |

Rincian tugas, ﬁ@gsi, su$u11an organisasi, daIS] tata kerja BAKMP
‘ |
ditetapkan olch Kepala Badan setelah terlebih dahulv  mendapat

persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung Jawab' di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

; Pasal 30...
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Pasal 30

Keputusan Presiden ini mula’® beriaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ABDURRTAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

" SEKRETARIAT KABINET RI
.Kepala Biro Peraturan
- Perundang-undangan I,

el Lambock V. Nuhattands
Jout
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